
PUBLICIO
Jurnal Ilmiah Politik, Kebijakan dan Sosial

Universitas Panca Marga
E-ISSN: 2656-0305

PUBLICIO JURNAL ILMIAH POLITIK, KEBIJAKAN DAN SOSIAL
E-ISSN : 2656-0305

ANALISIS KINERJA BAGIAN MEDIA KOMUNIKASI
MASYARAKAT PADA DINAS PEMADAM

KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN KOTA
PALEMBANG

Agustiawan Pratama¹, Rita Junita², Supardi³

¹²³Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Tamansiswa Palembang

korespondensi: junitarita@gmail.com

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan menganalisis kinerja fungsi media komunikasi masyarakat pada Dinas
Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Palembang, terutama dalam penyediaan informasi pu-
blik, edukasi pencegahan kebakaran, komunikasi kedaruratan, dan dukungan terhadap respons layan-
an. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif berbasis studi dokumen dan analisis
konten digital. Sumber data meliputi regulasi nasional dan daerah, dokumen kinerja pemerintah da-
erah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Palembang, Laporan Kinerja Instansi
Pemerintah Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan, serta konten pada laman resmi damkar-
mat.palembang.go.id. Analisis dilakukan melalui reduksi data, pengelompokan bukti berdasarkan
dimensi kinerja komunikasi, perbandingan dengan literatur komunikasi sektor publik, dan triangulasi
antar-sumber. Hasil penelitian menunjukkan bahwa fungsi komunikasi telah didukung oleh mandat
kelembagaan yang jelas, ketersediaan kanal informasi dan layanan darurat, publikasi kegiatan, eduka-
si masyarakat, serta integrasi informasi dengan pelaksanaan layanan pemadaman dan penyelamatan.
Capaian kinerja organisasi tahun 2024 juga menunjukkan kinerja tinggi pada sasaran layanan dan
akuntabilitas. Namun, bukti digital memperlihatkan bahwa evaluasi kinerja komunikasi masih lebih
dominan pada keluaran informasi dibandingkan ukuran hasil seperti jangkauan, keterlibatan warga,
kecepatan respons kanal digital, perubahan pengetahuan masyarakat, dan konversi pesan pencegahan
menjadi perilaku kesiapsiagaan. Penelitianmenyimpulkan bahwa penguatan kinerja media komunika-
si masyarakat perlu diarahkan pada pengelolaan berbasis indikator, komunikasi dua arah, konsistensi
konten risiko, integrasi data lintas kanal, dan evaluasi keterlibatan publik. Temuan ini memberikan
kerangka praktis untuk menilai fungsi komunikasi pada organisasi layanan kedaruratan pemerintah
daerah tanpa memisahkannya dari kinerja pelayanan dasar.

Kata Kunci: Kinerja Organisasi; Komunikasi Publik; Media Pemerintah; Pemadam Kebakaran; Keterli-
batan Masyarakat

1. PENDAHULUAN

Dinas pemadam kebakaran dan penyelamatan merupakan organisasi publik yang bekerja dalam
karakter layanan berisiko tinggi, sensitif waktu, dan sangat bergantung pada arus informasi. Informasi
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mengenai lokasi kejadian, jenis bahaya, akses menuju lokasi, jumlah korban, serta kondisi lingkungan ha-
rus diterima secara cepat agar sumber daya dapat digerakkan secara tepat. Pada saat yang sama, organisasi
juga berkewajiban menyampaikan informasi pencegahan, edukasi keselamatan, perkembangan kejadian,
dan layanan pengaduan kepada masyarakat. Karena itu, kinerja media komunikasi masyarakat tidak da-
pat dipandang sekadar sebagai aktivitas publikasi, melainkan sebagai bagian dari rantai pelayanan publik
yang menghubungkan warga, petugas operasional, pimpinan organisasi, dan pemangku kepentingan lain.

Kerangka regulasi nasional menempatkan suburusan kebakaran sebagai bagian dari urusan pe-
merintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018
mengatur Standar Pelayanan Minimal, sedangkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun
2018 menetapkan standar teknis pelayanan dasar suburusan kebakaran, termasuk layanan respons cepat,
pemadaman, penyelamatan dan evakuasi, pemberdayaan masyarakat, serta pendataan dan investigasi. Da-
lam standar tersebut, waktu tanggap menjadi salah satu ukuran mutu dengan batas 15 menit sejak informa-
si atau laporan diterima sampai petugas tiba dan siap memberikan layanan. Ketentuan ini menunjukkan
bahwa kualitas informasi dan komunikasi pada tahap penerimaan laporan memiliki hubungan langsung
dengan capaian pelayanan dasar.

Secara kelembagaan, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2020 memberikan pe-
doman nomenklatur Dinas PemadamKebakaran dan Penyelamatan provinsi dan kabupaten/kota. Di Kota
Palembang, struktur dan tugas organisasi diatur melalui PeraturanWali Kota Palembang Nomor 63 Tahun
2022 dan kemudian diubah melalui Peraturan Wali Kota Palembang Nomor 33 Tahun 2023. Dokumen
tersebut menunjukkan adanya fungsi komunikasi dalam bidang operasional serta fungsi pencegahan yang
mencakup edukasi dan pemberdayaan masyarakat. Dengan demikian, istilah 'Bagian Media Komunika-
si Masyarakat' dalam penelitian ini digunakan secara fungsional untuk menunjuk keseluruhan aktivitas
pengelolaan media, komunikasi, informasi, dan edukasi kepada masyarakat, bukan sebagai penegasan
bahwa terdapat satu nomenklatur struktural resmi dengan nama tersebut.

Kebutuhan penguatan komunikasi publik juga terlihat dari ekosistem digital organisasi. Laman
resmi Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Palembang menampilkan informasi kelemba-
gaan, berita dan kegiatan, alamat kantor, serta kanal layanan darurat 112/150122 yang disertai informasi
layanan 24 jam. Salah satu publikasi kegiatan pada 2 Juni 2026, misalnya, mendokumentasikan kun-
jungan edukasi anak usia dini yang memuat pengenalan peralatan, edukasi keselamatan, dan penegasan
kembali nomor layanan darurat. Konten tersebut memperlihatkan bahwa media organisasi menjalankan
fungsi informatif, edukatif, dan penguatan kesiapsiagaan, bukan hanya dokumentasi seremonial.

Literatur komunikasi sektor publik menunjukkan bahwa media digital dapat meningkatkan trans-
paransi, responsivitas, kepercayaan, dan keterlibatan warga apabila digunakan secara terencana dan dialo-
gis. DePaula et al. (2018)menunjukkan bahwa komunikasi pemerintah di media sosial mencakup dimensi
penyampaian informasi, partisipasi, dan presentasi kelembagaan. Jia et al. (2019) menemukan keterkait-
an penggunaan media sosial pemerintah dengan persepsi publik terhadap transparansi, responsivitas, dan
kinerja pemerintah. Dalam konteks Indonesia, Santoso et al. (2020) menunjukkan bahwa konten pemerin-
tah daerah yang kaya foto dan video cenderung lebih menarik keterlibatan publik, sedangkan Yudarwati
et al. (2022) menegaskan bahwa komunikasi risiko bencana pemerintah masih menghadapi masalah pola
satu arah, kepercayaan, kredibilitas, dan kesenjangan digital.

Kajian terhadap media pemerintah juga menegaskan bahwa frekuensi publikasi tidak otomatis
menghasilkan keterlibatan yang tinggi. Stone dan Can (2020) menunjukkan bahwa karakter linguistik
dan gaya komunikasi memengaruhi keterlibatan warga, sementara Silva et al. (2019) menemukan bahwa
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pemerintah daerah sering menggunakan media sosial terutama untuk menyampaikan informasi, bukan
untuk memperluas e-participation. Arshad dan Khurram (2020) memperlihatkan bahwa kehadiran pe-
merintah di media sosial dapat meningkatkan partisipasi daring melalui transparansi, kepercayaan, dan
persepsi responsivitas. Pada situasi kedaruratan, kekayaan media, dialogic loop, dan jenis konten juga
berpengaruh terhadap keterlibatan publik (Amores et al., 2023; Zhang et al., 2022).

Dari sisi manajemen, kinerja dapat dipahami sebagai hasil pelaksanaan pekerjaan dibandingkan
dengan standar, target, tanggung jawab, dan indikator yang telah ditetapkan. Armstrong dan Taylor (2020)
menempatkan manajemen kinerja sebagai proses sistematis untuk meningkatkan performa organisasi me-
lalui penyelarasan tujuan dan evaluasi kontribusi, sedangkan Robbins dan Judge (2017) menekankan hu-
bungan antara kemampuan, motivasi, desain pekerjaan, dan konteks organisasi. Dalam organisasi publik,
pengukuran kinerja komunikasi perlu menggabungkan indikator keluaran, kualitas proses, ketepatan wak-
tu, responsivitas, dan dampak terhadap penerima layanan. Karena itu, jumlah berita atau unggahan saja
belum cukup untuk menggambarkan efektivitas komunikasi masyarakat.

Penelitian terdahulu banyak menelaah pemanfaatan media sosial pemerintah, keterlibatan warga,
komunikasi krisis, dan komunikasi risiko. Namun, kajian yang menghubungkan kinerja fungsi komuni-
kasi dengan karakter pelayanan pemadam kebakaran daerah masih relatif terbatas, terutama pada konteks
Kota Palembang. Kekosongan tersebut penting karena komunikasi pada organisasi pemadam kebakaran
memiliki dua wajah sekaligus: komunikasi operasional yang memengaruhi waktu tanggap, dan komu-
nikasi publik-preventif yang memengaruhi kesiapsiagaan masyarakat. Kebaruan penelitian ini terletak
pada penggunaan perspektif kinerja untuk mengintegrasikan kedua wajah tersebut melalui bukti regulasi,
dokumen kinerja, dan jejak digital resmi.

Berdasarkan uraian tersebut, rumusanmasalah penelitian adalah: bagaimana kinerja fungsi media
komunikasi masyarakat pada Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Palembang ditinjau
dari mandat kelembagaan, proses penyediaan informasi, ketepatan waktu, edukasi publik, responsivitas,
dan akuntabilitas digital? Penelitian ini bertujuan menganalisis kinerja fungsi tersebut dan menyusun
rekomendasi indikator yang dapat digunakan untuk memperkuat komunikasi publik berbasis hasil.

2. TINJAUAN LITERATUR

2.1. Kinerja Organisasi dan Kinerja Komunikasi Publik

Kinerja organisasi merupakan kemampuan organisasi mengubah sumber daya dan proses ker-
ja menjadi keluaran serta hasil yang sesuai dengan tujuan. Kasmir (2016) menjelaskan bahwa kinerja
berkaitan dengan hasil kerja dan perilaku kerja dalam periode tertentu, sedangkan Wibowo (2016) me-
nempatkan kinerja sebagai proses yang berhubungan dengan tujuan, standar, kompetensi, pengukuran,
umpan balik, dan perbaikan berkelanjutan. Dalam perspektif kontemporer, Armstrong dan Taylor (2020)
menekankan perlunya keselarasan antara tujuan organisasi, indikator, pengembangan kapasitas, dan eva-
luasi kontribusi. Bagi instansi pemerintah, prinsip tersebut menuntut indikator yang tidak hanya mudah
dihitung, tetapi juga mewakili nilai publik yang dihasilkan.

Kinerja komunikasi publik dapat dibedakan menjadi input, proses, output, outcome, dan impa-
ct. Input mencakup sumber daya manusia, perangkat, anggaran, data, dan pedoman. Proses melipu-
ti pengumpulan informasi, verifikasi, produksi pesan, persetujuan, publikasi, pemantauan, dan respons.
Output berupa jumlah konten, informasi, edukasi, peringatan, atau respons yang dipublikasikan. Outco-
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me terlihat dari jangkauan, keterlibatan, pemahaman, kepercayaan, serta perubahan perilaku masyarakat.
Impact berkaitan dengan kontribusi komunikasi terhadap keselamatan, kesiapsiagaan, kecepatan laporan,
dan efektivitas pelayanan. Kerangka bertingkat ini penting agar evaluasi tidak berhenti pada banyaknya
publikasi.

Bagi organisasi pemadam kebakaran, dimensi waktu memiliki bobot khusus. Informasi yang aku-
rat tetapi terlambat dapat kehilangan nilai operasional. Sebaliknya, informasi yang cepat namun belum
diverifikasi berisiko menimbulkan kesalahan koordinasi atau kepanikan. Oleh sebab itu, kinerja komuni-
kasi harus menyeimbangkan kecepatan, akurasi, konsistensi, kejelasan, keterjangkauan, dan kemampuan
memberikan umpan balik. Perspektif ini sejalan dengan komunikasi kedaruratan yang menempatkan ke-
sesuaian pesan, koordinasi antar-instansi, dan pemberdayaan masyarakat sebagai faktor penting dalam
preparedness (Freberg et al., 2020).

2.2. Media Pemerintah, Komunikasi Digital, dan Keterlibatan Warga

Media digital memperluas kapasitas organisasi publik untuk menyediakan informasi secara lang-
sung kepadawarga, tetapi efektivitasnya bergantung pada desain komunikasi. Haro-de-Rosario et al. (2018)
menunjukkan bahwa platform media sosial dapat memperkuat keterlibatan warga pada pemerintah lokal,
dengan perbedaan tingkat partisipasi antar-platform. DePaula et al. (2018) mengingatkan bahwa penggu-
naan media pemerintah tidak selalu bersifat partisipatif karena banyak konten masih berada pada ranah
simbolik dan presentasional. Temuan ini relevan untuk mengevaluasi apakah kanal organisasi hanya ber-
fungsi sebagai papan pengumuman atau sebagai ruang interaksi.

Dalam konteks pemerintah daerah Indonesia, Santoso et al. (2020) menemukan bahwa konten ke-
giatan pemerintah dapat memiliki engagement rendah jika tidak sesuai preferensi publik, sedangkan foto
dan video cenderung lebih disukai. Nugraha et al. (2020) menunjukkan pentingnya komunikasi humas
pemerintah melalui Instagram dalam membentuk penyebaran informasi tata kelola dan citra lembaga. Er-
nungtyas dan Boer (2023) kemudian menunjukkan bahwa perhatian terhadap media sosial dan situs web
pemerintah berhubungan dengan persepsi transparansi, yang selanjutnya terkait dengan kepercayaan dan
keterlibatan warga. Dengan kata lain, pengelolaan konten perlu diletakkan dalam kerangka pelayanan
informasi, bukan semata publikasi institusional.

Pada konteks krisis dan kedaruratan, interaktivitas menjadi semakin penting. Zhang et al. (2022)
menemukan bahwa keterlibatan warga terhadap akun media sosial pemerintah dipengaruhi oleh kekaya-
an informasi, karakter bahasa, dialogic loop, dan jenis konten. Amores et al. (2023) juga menunjukkan
pengaruh positif media richness dan dialogic loop terhadap reaksi, komentar, serta pembagian konten.
Górska et al. (2022) menunjukkan bahwa pemerintah lokal dapat melampaui penyampaian informasi de-
ngan menggunakan strategi komunikasi edukatif dan kebersamaan yang lebih engaging. Temuan-temuan
tersebut memperkuat argumentasi bahwa evaluasi kinerja media organisasi kedaruratan perlu mencakup
indikator keterlibatan dan dua arah.

Namun, peningkatan penggunaan media sosial tidak selalu identik dengan transformasi organi-
sasi. Todisco et al. (2021) menemukan bahwa nilai tambah media sosial sektor publik ditentukan oleh
persepsi aparatur terhadap kegunaan teknologi dan kemampuan mengintegrasikannya ke dalam pengam-
bilan keputusan serta layanan. Yudarwati et al. (2022) menekankan bahwa komunikasi risiko bencana
pemerintah Indonesia dapat tetap satu arah, sementara kepercayaan, kredibilitas, budaya, dan kesenjang-
an digital harus dipertimbangkan. Oleh karena itu, kinerja komunikasi idealnya diukur melalui integrasi
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antara tata kelola internal dan respons eksternal masyarakat.

2.3. Penelitian Terdahulu dan Research Gap

Tabel 1. Ringkasan penelitian terdahulu

Peneliti/TahunFokus Temuan Utama Relevansi
DePaula et
al. (2018)

Tipologi
komunikasi media
sosial pemerintah

Komunikasi pemerintah banyak
berada pada fungsi informasi dan
presentasi kelembagaan.

Dasar membedakan
fungsi informasi, dialog,
dan presentasi.

Jia et
al. (2019)

Media sosial dan
persepsi kinerja
pemerintah

Penggunaan fungsional berkaitan
dengan transparansi, responsivitas,
dan kepuasan.

Menghubungkan
komunikasi dengan
persepsi kinerja.

Santoso et
al. (2020)

Media sosial
pemerintah lokal
Indonesia

Foto/video dan jenis konten
memengaruhi stakeholder
engagement.

Relevan untuk evaluasi
konten Damkar
Palembang.

Stone &
Can
(2020)

Bahasa dan
engagement akun
kota

Gaya bahasa memengaruhi
engagement; frekuensi tinggi tidak
selalu meningkatkan engagement.

Menegaskan perlunya
indikator kualitas, bukan
jumlah saja.

Yudarwati
et
al. (2022)

Komunikasi risiko
bencana pemerintah
Indonesia

Pola top-down, kepercayaan,
kredibilitas, budaya dan kesenjangan
digital menjadi tantangan.

Konteks Indonesia dan
komunikasi risiko.

Zhang et
al. (2022)

Engagement media
sosial saat krisis

Media richness, dialogic loop, bahasa
dan tipe konten memengaruhi
engagement.

Dasar indikator
interaktivitas dan
kekayaan media.

Amores et
al. (2023)

Informasi krisis
pemerintah lokal

Media richness dan dialogic loop
berpengaruh positif pada engagement.

Memperkuat ukuran
interaksi dua arah.

Ernungtyas
& Boer
(2023)

Website/media
sosial pemerintah
Indonesia

Transparansi berpengaruh pada
kepercayaan dan keterlibatan warga.

Dasar menilai situs
resmi sebagai kanal
transparansi.

Research gap penelitian ini terletak pada belum banyaknya kajian yang menempatkan media ko-
munikasi organisasi pemadam kebakaran daerah sebagai bagian dari sistem kinerja pelayanan dasar. Stu-
di terdahulu lebih dominan membahas media sosial, engagement, atau komunikasi krisis secara terpisah.
Penelitian ini mengintegrasikan mandat regulasi, kinerja organisasi, komunikasi risiko, dan jejak media
resmi untuk menilai fungsi komunikasi masyarakat pada satu perangkat daerah.

2.4. Kerangka Konseptual

Kerangka konseptual penelitian menempatkan mandat regulasi dan kapasitas organisasi sebagai
input; pengelolaan informasi, verifikasi, publikasi, edukasi, dan respons sebagai proses; ketersediaan
kanal, konten, informasi darurat, serta dokumentasi sebagai output; dan transparansi, responsivitas, keter-
libatan, kesiapsiagaan, serta dukungan terhadap layanan sebagai outcome. Kinerja dinilai melalui enam
dimensi: (1) kejelasan mandat dan organisasi, (2) ketersediaan serta aksesibilitas informasi, (3) ketepatan
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waktu dan relevansi, (4) kualitas edukasi dan komunikasi risiko, (5) responsivitas dan dialog publik, serta
(6) dokumentasi, akuntabilitas, dan evaluasi berbasis data.

3. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan strategi studi dokumen dan
analisis konten digital. Pendekatan dipilih karena tujuan penelitian adalah memahami bagaimana fungsi
media komunikasi masyarakat dijalankan dan tercermin dalam regulasi, dokumen kinerja, serta kanal in-
formasi resmi, bukan menguji hubungan kausal antarvariabel. Analisis dokumen memungkinkan peneliti
menghubungkan norma organisasi dengan bukti pelaksanaan yang dapat diamati pada sumber resmi.

Lokasi penelitian adalah Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Palembang. Unit
analisis bukan individu, melainkan dokumen dan konten resmi yang berkaitan dengan fungsi komunikasi,
pencegahan, pelayanan, serta kinerja organisasi. Sumber data utama mencakup Peraturan Pemerintah No-
mor 2 Tahun 2018, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2018, Peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor 16 Tahun 2020, Peraturan Wali Kota Palembang Nomor 63 Tahun 2022 beserta Peraturan
Wali Kota Palembang Nomor 33 Tahun 2023, dokumen LKIP Dinas Pemadam Kebakaran dan Penye-
lamatan Kota Palembang Tahun 2024, RPJMD Kota Palembang Tahun 2025-2029, serta laman resmi
damkarmat.palembang.go.id. Literatur jurnal dan buku periode 2015-2025 digunakan untuk membangun
konsep dan membandingkan temuan.

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui dokumentasi, penelusuran laman resmi, dan penca-
tatan sistematis terhadap informasi kelembagaan, kanal layanan, publikasi kegiatan, pesan edukasi, in-
dikator kinerja, serta ketentuan tugas dan fungsi. Data sekunder tersebut kemudian diklasifikasikan ke
dalam enam dimensi kinerja komunikasi. Penelitian tidak menggunakan wawancara atau survei, sehing-
ga tidak menyajikan klaim mengenai persepsi pegawai maupun masyarakat yang tidak tersedia dalam
dokumen.

Analisis data mengikuti alur kondensasi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Perta-
ma, data yang relevan dipilih berdasarkan keterkaitannya dengan fungsi komunikasi. Kedua, bukti diban-
dingkan antar-sumber untuk melihat konsistensi antara mandat dan praktik. Ketiga, temuan ditafsirkan
menggunakan literatur komunikasi sektor publik dan komunikasi kedaruratan. Keabsahan data diperku-
at melalui triangulasi sumber, yaitu membandingkan regulasi, dokumen kinerja, dokumen perencanaan,
dan publikasi website. Keterbatasan utama metode ini adalah tidak adanya data analitik internal media
sosial, waktu respons admin, survei pemahaman masyarakat, dan wawancara pelaksana. Karena itu, ha-
sil penelitian harus dibaca sebagai evaluasi berbasis bukti dokumenter dan digital yang tersedia untuk
publik.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1. Kondisi Kelembagaan dan Posisi Fungsi Komunikasi

Peraturan Wali Kota Palembang Nomor 63 Tahun 2022 menunjukkan bahwa Dinas Pemadam
Kebakaran dan Penyelamatan Kota Palembang memiliki struktur yang mencakup bidang pencegahan,
pemadaman, penyelamatan, dan sarana prasarana. Pada struktur tersebut terdapat Seksi Pengendalian
Operasi dan Komunikasi Pemadaman serta Seksi Pengendalian Operasi dan Komunikasi Penyelamatan.

6



PUBLICIO
Jurnal Ilmiah Politik, Kebijakan dan Sosial

Universitas Panca Marga
E-ISSN: 2656-0305

Perubahan melalui Peraturan Wali Kota Nomor 33 Tahun 2023 memperkuat kedudukan dinas sebagai
unsur pelaksana urusan ketenteraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat pada subu-
rusan kebakaran dan suburusan bencana. Struktur ini mengindikasikan bahwa komunikasi bukan fungsi
tambahan, melainkan bagian dari mekanisme operasi dan pelayanan.

Pada sisi preventif, fungsi pencegahan mencakup kegiatan pemberdayaan masyarakat, sosialisasi,
dan edukasi. Mandat ini sejalan dengan Permendagri Nomor 16 Tahun 2020 yang menempatkan komu-
nikasi, informasi, edukasi, pemberdayaan masyarakat, dan penyajian data sebagai fungsi penting dinas
pemadam kebakaran dan penyelamatan. Karena itu, evaluasi media komunikasi masyarakat perlu menca-
kup dua domain: komunikasi operasional yang berorientasi pada kecepatan dan akurasi, serta komunikasi
publik yang berorientasi pada pemahaman, kesiapsiagaan, dan keterlibatan.

Temuan tersebut sekaligus mengharuskan kehati-hatian terminologis. Nomenklatur 'Bagian Me-
dia Komunikasi Masyarakat' tidak tampak sebagai unit struktural tersendiri pada regulasi organisasi yang
dianalisis. Oleh sebab itu, objek penelitian lebih tepat dipahami sebagai fungsi media dan komunikasi
masyarakat yang tersebar pada tugas pengendalian operasi, komunikasi pemadaman/penyelamatan, pen-
cegahan, sosialisasi, dan edukasi. Penjelasan ini penting agar analisis akademik selaras dengan struktur
hukum organisasi.

4.2. Ketersediaan Kanal Informasi dan Akses Layanan

Laman resmi damkarmat.palembang.go.idmenyediakan identitas Dinas PemadamKebakaran dan
Penyelamatan Kota Palembang, alamat kantor di Jalan Merdeka Nomor 8, 19 Ilir, Kecamatan Bukit Kecil,
serta nomor layanan darurat 112/150122. Situs jugamenegaskan layanan darurat 24 jam danmenyediakan
kategori profil, berita, serta informasi. Ketersediaan kanal ini merupakan indikator dasar aksesibilitas
komunikasi karena masyarakat dapat memperoleh informasi kelembagaan dan kontak darurat melalui
satu pintu digital.

Keberadaan nomor darurat yang ditampilkan secara konsisten memiliki nilai penting dalam pers-
pektif pelayanan dasar. Permendagri Nomor 114 Tahun 2018 menetapkan bahwa waktu tanggap dihitung
sejak informasi atau laporan diterima sampai petugas tiba dan siap memberikan layanan. Dengan demi-
kian, media komunikasi yang menampilkan nomor layanan secara jelas berkontribusi pada pengurangan
friksi pada tahap pelaporan. Masyarakat tidak perlu mencari nomor melalui sumber tidak resmi yang
berpotensi tidak akurat.

Namun, ketersediaan kanal belum sama dengan efektivitas kanal. Literatur menunjukkan bahwa
nilai media pemerintah meningkat apabila informasi mudah ditemukan, mutakhir, relevan, serta men-
dukung interaksi (Ernungtyas & Boer, 2023; Todisco et al., 2021). Dari bukti publik yang dianalisis,
indikator analitik seperti jumlah kunjungan, rasio klik pada kontak darurat, waktu respons kanal digital,
jumlah pertanyaan yang diselesaikan, dan pola kebutuhan informasi masyarakat belum tersedia secara ter-
buka. Ketiadaan data ini membatasi kemampuan publik untuk menilai outcome komunikasi secara lebih
presisi.

4.3. Edukasi, Pencegahan, dan Komunikasi Risiko

Konten kegiatan pada website memperlihatkan penggunaan media untuk mendokumentasikan
aktivitas edukasi. Publikasi kunjungan edukasi TK Az Zahra pada 2 Juni 2026, misalnya, menjelaskan
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pengenalan profesi pemadam kebakaran, fasilitas, peralatan, dan edukasi keselamatan kepada anak-anak,
serta kembali menyampaikan nomor layanan darurat. Praktik tersebut menggambarkan integrasi anta-
ra kegiatan tatap muka dan komunikasi digital: kegiatan lapangan menghasilkan pengalaman langsung,
sedangkan publikasi digital memperluas jejak informasi kepada audiens yang tidak hadir.

Secara konseptual, pendekatan ini sesuai dengan temuan Górska et al. (2022) bahwa komunikasi
pemerintah lokal yang edukatif dan berorientasi kebersamaan dapat menghasilkan resonansi publik le-
bih tinggi dibanding komunikasi yang sekadar menyampaikan informasi. Yudarwati et al. (2022) juga
menekankan bahwa komunikasi risiko di Indonesia perlu memperhatikan konteks budaya, kepercayaan,
dan peran jejaring sosial. Dalam konteks kebakaran perkotaan, pesan pencegahan idealnya tidak hanya
menyebut larangan atau imbauan, tetapi juga memberikan tindakan praktis: penggunaan alat pemadam
api ringan, penanganan kebocoran gas, keselamatan instalasi listrik, akses mobil pemadam, prosedur eva-
kuasi, dan kapan harus menghubungi layanan darurat.

Dari perspektif kinerja, jumlah sosialisasi dan publikasi merupakan indikator output. Outcome
yang lebih kuat adalah persentase sasaran yang memahami materi, jumlah warga atau komunitas yang
mampu mempraktikkan langkah keselamatan, peningkatan jumlah relawan yang aktif, atau penurunan
pola kejadian yang dapat dicegah. RPJMDKota Palembang 2025-2029memasukkan sasaran peningkatan
pemberdayaan masyarakat untuk pencegahan dini bahaya kebakaran dengan target persentase 100 persen
pada periode perencanaan. Hal ini memberikan landasan agar fungsi media komunikasi dikaitkan dengan
capaian pemberdayaan masyarakat, bukan berdiri sebagai kegiatan publikasi yang terpisah.

4.4. Kinerja Organisasi sebagai Konteks Fungsi Komunikasi

LKIP Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Palembang Tahun 2024 menunjukkan
bahwa organisasi menetapkan dua sasaran utama, dengan capaian sasaran pertama sebesar 100 persen dan
sasaran kedua sebesar 95 persen. Dokumen tersebut juga menegaskan bahwa layanan penyelamatan dan
evakuasi korban kebakaran wajib dilakukan secara cepat dan bahwa waktu tanggap merupakan bagian
dari indikator penting pelayanan. Capaian organisasi yang tinggi memberikan konteks positif bagi fungsi
komunikasi, karena informasi dan koordinasi merupakan prasyarat operasional bagi penanganan kejadian.
Meskipun demikian, capaian kinerja organisasi tidak dapat secara otomatis dianggap sebagai capaian
khusus unit/fungsi media komunikasi karena indikator terpisah untuk komunikasi publik belum disajikan
secara eksplisit.
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Gambar 1. Capaian Sasaran Kinerja Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota
Palembang Tahun 2024

Sumber: diolah dari LKIP Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Palembang Tahun
2024.

Grafik tersebut menunjukkan kinerja organisasi secara umum, bukan skor khusus komunikasi.
Pembedaan ini penting agar evaluasi tidak melakukan atribusi berlebihan. Jika fungsi komunikasi ingin
diukur secara manajerial, organisasi memerlukan indikator turunan yang menjelaskan kontribusinya ter-
hadap outcome layanan, misalnya persentase laporan darurat yang diterima dengan informasi lokasi leng-
kap, waktu rata-rata verifikasi laporan, persentase informasi kejadian yang dipublikasikan sesuai standar
waktu, dan tingkat pemahaman masyarakat setelah edukasi.

4.5. Penilaian Dimensi Kinerja Media Komunikasi Masyarakat

Tabel 2. Matriks evaluasi kinerja fungsi media komunikasi masyarakat

Dimensi Bukti Dokumenter/Digital Interpretasi Kinerja Kebutuhan Penguatan
Mandat
dan or-
ganisasi

Regulasi menetapkan fungsi
komunikasi operasi, sosialisasi,
edukasi, pemberdayaan dan
informasi.

Kuat secara normatif;
komunikasi melekat
pada tugas layanan dan
pencegahan.

Tetapkan penanggung
jawab, SOP lintas bidang,
dan indikator komunikasi
yang konsisten.

Akses
informa-
si

Website resmi menyediakan
profil, berita/informasi, alamat
dan nomor darurat 112/150122;
layanan 24 jam.

Akses dasar tersedia dan
mendukung kebutuhan
informasi serta
pelaporan.

Uji kemudahan akses,
keterbacaan seluler, SEO,
dan konsistensi informasi
lintas kanal.

Ketepatan
waktu
dan rele-
vansi

Informasi kedaruratan terkait
langsung dengan standar response
time; website memuat
berita/kegiatan.

Relevansi tinggi, tetapi
data publik tentang SLA
publikasi/respons admin
belum tampak.

Tetapkan standar waktu
pembaruan dan dashboard
respons kanal digital.
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Edukasi
dan
komuni-
kasi
risiko

Publikasi kegiatan edukasi dan
mandat sosialisasi/pemberdayaan
masyarakat.

Fungsi edukatif telah
berjalan dan dapat
mendukung pencegahan.

Gunakan kalender konten
risiko, segmentasi audiens,
infografis/video, dan
evaluasi pemahaman.

Dialog
dan
responsi-
vitas

Kanal digital tersedia, tetapi bukti
publik terkait rasio balasan,
komentar terjawab, atau waktu
respons belum tersedia.

Aspek dua arah belum
dapat dinilai kuat dari
data terbuka.

Ukur response rate,
response time, unresolved
inquiry, dan
sentiment/issue tracking.

Akuntabilitas
dan
evaluasi

LKIP dan dokumen perencanaan
tersedia; indikator utama
organisasi terukur.

Budaya akuntabilitas
organisasi ada, namun
indikator komunikasi
spesifik belum menonjol.

Integrasikan KPI
komunikasi ke
SAKIP/IKU bidang serta
laporan evaluasi berkala.

Sumber: analisis penulis berdasarkan regulasi, dokumen kinerja, RPJMD Kota Palembang, dan
laman resmi Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Palembang.

Matriks tersebut menunjukkan pola utama: fondasi kelembagaan dan akses informasi relatif ku-
at, sedangkan aspek evaluasi outcome dan komunikasi dua arah masih memerlukan penguatan. Pola ini
sejalan dengan literatur pemerintah digital. DePaula et al. (2018) dan Silva et al. (2019) menunjukkan ke-
cenderungan kanal pemerintah digunakan untuk informasi dan presentasi, sedangkan Santoso et al. (2020)
menunjukkan bahwa keterlibatan publik bergantung pada karakter konten. Oleh karena itu, keberhasilan
media komunikasi Damkar Palembang tidak seharusnya hanya dihitung dari jumlah berita atau banyaknya
kegiatan yang didokumentasikan.

Dari perspektif responsiveness, Jia et al. (2019) dan Arshad dan Khurram (2020) menegaskan
bahwa komunikasi digital berhubungan dengan persepsi responsivitas dan transparansi. Bagi organisasi
pemadam kebakaran, indikator responsivitas perlu dibedakan antara kanal kedaruratan dan kanal infor-
masi umum. Panggilan darurat harus masuk ke alur operasi dengan target respons yang ketat, sedangkan
pertanyaan pada website atau media sosial dapat menggunakan service level agreement yang berbeda.
Tanpa pembedaan tersebut, organisasi berisiko menggunakan satu ukuran untuk kebutuhan komunikasi
yang memiliki tingkat urgensi berbeda.

Aspek media richness juga penting. Konten berbentuk foto dan video yang menjelaskan tindakan
keselamatan, simulasi, cara menggunakan alat, atau prosedur evakuasi berpotensi lebih mudah dipahami
daripada teks panjang. Temuan Santoso et al. (2020), Zhang et al. (2022), dan Amores et al. (2023) men-
dukung penggunaan konten kaya media dan fitur dialog untuk meningkatkan engagement. Akan tetapi,
kualitas komunikasi keselamatan harus tetap menempatkan akurasi sebagai prioritas, karena konten yang
menarik tetapi tidak konsisten dengan prosedur operasional dapat menimbulkan risiko.

Dari sisi akuntabilitas, dokumentasi kinerja organisasi menunjukkan adanya budaya pengukuran
melalui LKIP dan indikator sasaran. Tantangannya adalah menerjemahkan budaya tersebut ke tingkat
komunikasi. KPI yang disarankan antara lain: persentase konten edukasi dibanding konten seremonial;
persentase publikasi risiko dengan call-to-action; waktu rata-rata publikasi informasi terverifikasi; enga-
gement rate per jenis konten; response rate pertanyaan masyarakat; median waktu respons; jumlah isu
berulang; jangkauan edukasi per kecamatan; tingkat pemahaman peserta; serta kontribusi kanal digital
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terhadap pembentukan relawan dan kegiatan pencegahan. Penggunaan KPI semacam ini akan menggeser
evaluasi dari output menuju outcome.

Kinerja komunikasi juga perlu memperhatikan kelompok yang tidak selalu memiliki akses digital.
Yudarwati et al. (2022) menunjukkan pentingnya faktor budaya dan kesenjangan digital dalam komuni-
kasi risiko Indonesia. Oleh sebab itu, strategi media tidak boleh menggantikan komunikasi tatap muka,
jaringan RT/RW, kelurahan, sekolah, pengelola gedung, komunitas, dan relawan. Kanal digital sebaiknya
menjadi penguat jaringan komunikasi yang lebih luas. Konsep ini relevan dengan misi pemberdayaan
masyarakat pada pelayanan kebakaran dan target pencegahan dini yang termuat dalam perencanaan Kota
Palembang.

Secara keseluruhan, fungsi media komunikasi masyarakat pada Dinas Pemadam Kebakaran dan
Penyelamatan Kota Palembang dapat dinilai memiliki fondasi kinerja yang memadai dari sisi mandat,
kanal, dan integrasi dengan layanan. Ruang peningkatan terbesar terletak pada pengukuran hasil komu-
nikasi, tata kelola respons dua arah, standardisasi konten risiko, pemanfaatan analitik, dan publikasi data
kinerja komunikasi. Perbaikan pada area tersebut akanmembuat media organisasi lebih berfungsi sebagai
instrumen pelayanan dan keselamatan publik daripada sekadar media dokumentasi.

5. KESIMPULAN

Penelitian menunjukkan bahwa fungsi media komunikasi masyarakat pada Dinas Pemadam Ke-
bakaran dan Penyelamatan Kota Palembang memiliki landasan kelembagaan yang jelas dan berhubungan
langsung dengan tugas operasional, pencegahan, sosialisasi, edukasi, pemberdayaan masyarakat, serta
penyampaian informasi. Website resmi telah menyediakan informasi organisasi, publikasi kegiatan, dan
nomor layanan darurat 112/150122 dengan layanan 24 jam. Secara organisasi, capaian kinerja tahun 2024
juga berada pada kategori tinggi, yang menjadi konteks pendukung bagi pelaksanaan fungsi komunikasi.

Kekuatan utama fungsi komunikasi terletak pada akses kanal resmi, hubungan dengan pelayanan
kedaruratan, dan aktivitas edukasi publik. Namun, data terbuka belum cukup untuk menilai outcome
komunikasi secara komprehensif, terutama terkait jangkauan, engagement, waktu respons kanal digi-
tal, rasio pertanyaan yang diselesaikan, pemahaman masyarakat, serta perubahan perilaku pencegahan.
Dengan demikian, kinerja komunikasi saat ini lebih mudah dibuktikan pada tingkat mandat dan output
dibandingkan outcome.

Kontribusi penelitian adalah menawarkan cara pandang bahwamedia komunikasi pada organisasi
pemadam kebakaran harus dinilai sebagai bagian dari sistem pelayanan dasar. Kecepatan, akurasi, aksesi-
bilitas, edukasi, responsivitas, dan akuntabilitas perlu diukur secara terintegrasi. Keterbatasan penelitian
adalah penggunaan data sekunder tanpa wawancara, survei, maupun analitik internal media sosial. Pe-
nelitian lanjutan dapat menguji kerangka indikator melalui survei masyarakat, wawancara petugas, audit
media sosial, dan analisis data panggilan darurat.

6. REKOMENDASI

Pertama, Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Palembang perlu menetapkan KPI
komunikasi publik yang masuk ke dalam perencanaan dan evaluasi kinerja, meliputi indikator output dan
outcome. KPI minimal dapat mencakup frekuensi konten edukasi, jangkauan, engagement rate, response
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rate, waktu respons, tingkat penyelesaian pertanyaan, dan hasil evaluasi pemahaman masyarakat.

Kedua, perlu disusun SOP pengelolaan informasi dan media yang membedakan komunikasi da-
rurat, komunikasi kejadian, komunikasi edukasi, dan komunikasi kelembagaan. SOP perlu menetapkan
alur verifikasi, otorisasi, batas waktu publikasi, perlindungan data korban, penanganan informasi keliru,
serta koordinasi dengan Dinas Komunikasi dan Informatika dan perangkat daerah terkait.

Ketiga, strategi konten perlu diarahkan pada komunikasi risiko berbasis kebutuhan warga melalui
infografis, video pendek, simulasi, tanya-jawab, dan materi lokal yang mudah dipahami. Konten seremo-
nial tetap dapat dipublikasikan, tetapi proporsinya perlu diseimbangkan dengan konten pencegahan dan
keselamatan yang memiliki call-to-action jelas.

Keempat, organisasi perlu membangun mekanisme komunikasi dua arah dengan pencatatan perta-
nyaan, keluhan, isu berulang, dan tindak lanjut. Dashboard sederhana dapat digunakan untuk memantau
waktu respons, kanal asal, jenis isu, status penyelesaian, serta tren kebutuhan informasi per wilayah.

Kelima, evaluasi media digital harus dipadukan dengan strategi komunikasi non-digital melalui
kecamatan, kelurahan, sekolah, pengelola gedung, komunitas, dan relawan pemadam kebakaran. Integrasi
tersebut penting untuk menjangkau kelompok yang memiliki akses digital terbatas dan memastikan pesan
pencegahan diterjemahkan menjadi kesiapsiagaan nyata.
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